
1 smslaporgub 
(62838xxxxxxxx)

tolong saya minta info pendaftaran satpol pp??mksh,.. 01-04-2017 
12:29

  Terimakasih laporannya kami teruskan ke yang 
menangani   Terimakasih pertanyaan saudara,   Mohon 
maaf pendaftaran/penerimaan CPNS Satpol PP sampai 
dengan saat ini belum ada,   demikian smoga 
membantu, jangan percaya calo CPNS Tetap waspada 

Laporan 
Selesai

2 smslaporgub 
(62812xxxxxxxx)

Aswrwb nderek belosungkowo p.gub ..saya maeta 
yasmina alamat sucen jurutengah 03/03 
purworejo.melaporkan oknum bernama asri budiarti 
perwat di rsud tugu smrng yang mendapat cuti penuh 
dengan ank ke 4. Dengan kebijakan atasan apakah 
memang begitu ya ada kebijakan..trs klo semua 
menuntut kebijakan apakah tdk merugikan negara dan 
pelayanan..sementara gaji full dia terima..mohon 
tanggapan dan tindakan pak..mohon teruskan ke bkd 
jg pak..agar di tindak semestinya

05-04-2017 
07:24

  Terimakasih laporannya akan kami teruskan ke yang 
menangani   Terimakasih laporanya,   Cuti adalah 
keadaan tidak masuk kerja yg diizinkan dalam jangka 
waktu tertentu, ada beberapa Cuti, sebagaimana dalam 
PP. No.24 tahun 1976 tentang Cuti PNS diantaranya:1. 
Cuti Tahunan, 2. Cuti Besar, 3. Cuti sakit, 4. Cuti 
Bersalin, 5. Cuti Karena Alasan Penting, dan 6. Cuti 
diluar tanggungan negara,   Oleh karena hal tersebut 
diatas, PNS dapat memanfaatkan cuti diatas dg tujuan: 
Untuk memberikan kesempatan Istirahat utk menjamin 
kesegaran Jasmani dan rohaninya dan juga untuk 
kepentingan PNS yang bersangkutan   Terkait laporan 
anda sdri Asri Budiarti mungkin menggunakan CUTI 
BESAR saat ijin mengajukan cuti melahirkan anak yang 
ke 4.   demikian tanggapan kami terimakasih 
perhatiannya,     

Laporan 
Selesai

3 smslaporgub 
(62857xxxxxxxx)

Pak aduan saya kok di tanggapi.ini saya mau 
mengadu lg ternyata honorer jaspel di dishub krapyak 
kebanyakan gawanan pegawai dishub krapyak shg 
saya dkk jadi korban semena mena

05-04-2017 
19:49

  terimakasih laporannya   Terkait laporan anda, 
kewenangan tenaga honorer dan sejenisnya menjadi 
kewenangan dari dinas yang merekrutnya, jadi kami 
tidak tahu menahu, silahkan dilaporkanke Kepala 
dinasnya njih 

Laporan 
Selesai

4 smslaporgub 
(62857xxxxxxxx)

Assalammualaikum... pa gubernur jateng yg 
terhormat, saya mau nanya ,   Istri saya guru honorer 
tetap, di sekolahan Mi swasta daerah pekalongan 
selatan ,

12-04-2017 
20:14

  kewenangan dep agama Laporan 
Bukan 

Wewenan
g

STATUS

LAPORAN  SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah April 2017  SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

TANGGAPANNO NAMA LAPORAN WAKTU



5 smslaporgub 
(62838xxxxxxxx)

selamat siang?saya tanya pada BKD di brebes ada 
pengangkatan cpns tpi nanti??

16-04-2017 
12:15

  terimakasih pertanyaan anda   mohon maaf sampai 
dengan hari ini blm ada kabar, karena pengangkatan 
CPNS ada di Pusat, patau aja info twiter @bkn atau 
@bkdjatengprov atau media lain kalau ada pasti 
diinfokan 

Laporan 
Selesai

6 smslaporgub 
(62838xxxxxxxx)

minta no kontak ny salah satu BKD donk pak?satpol 
pp

17-04-2017 
16:19

  BKD ada di 35 Kab Kota dan 1 Provinsi   BKD ada 36 
Unit, 35 Kbupaten /Kota dan 1 Prov... 

Laporan 
Selesai

7 smslaporgub 
(62821xxxxxxxx)

siang pak Gub, mau nanya, dmn sy bsa lihat 
pengumuman kelulusan peserta CPNS PPL THL-TB 
pertanian thn ini? apa ada link format pdf nya? thx

19-04-2017 
12:34

  coba cek web nya kementrian pertanian, karena 
Pemda tahun ini ngak ada seleksi   coba cek web nya 
kementrian pertanian, karena Pemda tahun ini ngak 
ada seleksi 

Laporan 
Selesai

8 smslaporgub 
(62856xxxxxxxx)

ass wr wb,met sore pak tolong pak di bantu dan 
dilancarkan perjuangan kami karya bakti penjaga 
sekolah kami sangat berharap sekali pak,pemerintah 
mengerti akan kelanjutan nasip&masa depan keluarga 
kami.tolong pak terima kasih.wass wr wb.

23-04-2017 
16:54

  njih diteruskan ke yg tangani njih   Berdasarkan Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ 
tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan 
Pengangkatan Tenaga Honorer, ditegaskan bahwa :  a. 
Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat 
tenaga honorer atau yang sejenisnya;  b. Pemerintah 
tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang 
sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;  c. 
Apabila Gubernur dan Bupati/Walikota masih 
melakukan pengangkatan tenaga honorer atau yang 
sejenisnya, maka segala konsekuensi dan dampak 
pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya 
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.    

Laporan 
Selesai




